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PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


TENTANG 


KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


PERBEKEL DESA BAJERA 


bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam 
pencegahan Stunting ( 2018 - 2021 ) adalah 
pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader 
Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan 
stunting, 


bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan 
mitra pemerintah Desa Bajera yang diperlukan 


III A Ae 


keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring 
konvergensi penanganan stunting, 


bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang 
bersifat multi dimensi dan intervensi paling 
menentukan pada 1,000 Hari Pertama Kehidupan, 


Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c , maka perlu 
menetapkan Keputusan Perbekel Desa Bajera 


Kecamatan Seleamades Kahunaten Tahanan tentans 
KLIANA AA AL LMA LL hh KLAIM LA S5 AMA KI A PA 1L IL KAKI KAL AKAL ML tea KALI 


pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM). 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 


10. 


11. 


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6231), 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 


tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 


Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864, 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 260), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2091), 


. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 


2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094): 


. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 


tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203), 


. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 


Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Pedoman ' Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261): 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1424), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1035), 


Menetapkan 
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14. 
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ra. 
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Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan 
di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2016 Nomor 19), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 


tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 87 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa Sea Daerah Kabupaten 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 52 ), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 


AA1 7 NT 


Bajera Tahun 2017 Nomor aj: 


Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 05), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2021 Nomor 05), 


nara Na 


Tahbis 200 


Peraturan Desa Bajera Nomor 06 Tahun 2 


1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 


(Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 06), 


MEMUTUSKAN 


: KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA KECAMATAN 


SELEMADEG TENTANG PENETAPAN KADER 
PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2022 - 
2023 


KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


: Mengangkat Saudari NI LUH LANNY SUARTINI Sebagai 


Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bajera 


Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan Masa Bakti 
2022 - 2023 


: Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bajera 


Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan sebagaimana 
dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai 
berikut: 


a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan 
stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk 


MA 1 ta da3 bh tia 
memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk 


pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat 
deteksi dini Stunting, 


b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK, 


c. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap 
sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan 
setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan 
layanan yang berkualitas, 


d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja 
APBDesa utamanya yang bersumber dari Dana Desa, 
untuk digunakan membiayai kegiatan Pencegahan 
Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan 
sensitif, 


e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak 
usia 0 — 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling 
gizi serta kesehatan ibu dan anak, 


f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi 
aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa 


Pa bobunira pemenuhan 1 janan APA Aman adil am San artaf 
KALIAN P441 LL ALL AL kaya LALi Si OP ON LIS CALL KILAS LA, 


g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan 
pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan 
pencegahan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas 
Puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau 
perangkat Desa. 


: Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan 


Manusia bertanggungjawab kepada Perbekel Desa Bajera 


aan ia sen Anung ang 


Pe neraka Ami Iban wani naa NA 
KeEtCallilalati DCiCillaAU€C£ RaVUpaLcil laJalial. 


: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan 


ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022. 


AI TOLAK Kiai LAI 


KELIMA : Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 


tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 04 Januari 2022 
PERBEKEL DESA BAJERA 


kem 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


Ae ya Da ta 


Camat Selemadeg 

Ketua BPD Desa Bajera 

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
Arsip. 


